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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berbicara tentang wanita haruslah dimulai dengan 
menempatkan mereka pertama sebagai manusia. Barulah setelah 
itu kita lebih bijaksana melihat peranan khusus yang mereka 
perankan di masyarakat. 
Wanita dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, 
sama mulia budinya, dan sama cita-citanya. Mereka juga sama-
sama memiliki impian dan harapan, juga sama-sama diserang oleh 
kekhwatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah 
untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai mahluk hidup, sama 
sama butuh makan dan minum, tidur dan bersosialisi. 
Beranjak dari pemikiran di atas, maka masalah wanita dalam 
masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan 
kaum pria, hanya ada hal-hal yang spesifik/khusus dalam diri 
wanita. Hal ini berkaitan dengan sifat kodrat pada wanita atau 
wanita sebagai ibu yang akan melahirkan anak nantinya. 
Namun demikian dalam masyarakat sama-sama mempunyai 
peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. 
Terutama dalam era sekarang ini. Isu mengenai wanita atau wanita 
dalam peranan fungsi dan masalahnya merupakan isu yang tidak 
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hanya menarik untuk di bicirakan akan tetapi juga sangat relevan 
untuk dikaji. 
Pada abad 21 ini, di sinilah yang paling menantang yang 
pernah dihadapi oleh masyarakat bisnis, dan peranan wanita akan 
semakin menonjol dan sangat dibutuhkan baik sebagai SDM yang 
penting dalam pemikir maupun mengambil keputusan. 
Wanita muncul sebagai pemimpin di segala bidang dan turut 
meningkatkan perhatian terhadap berbagai masalah dalam bidang 
ekonomi, pilitik sosial budaya, dan sebagainya. 
Disamping itu, peningkatan teknologi yang begitu cepat       
memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, 
sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya pemikiran 
wanita atau kaum wanita di Indonesia.  
Dengan demikian konsep lama tentang wanita sebagai 
“teman dapur” akan semakin ditinggalkan dengan semakin 
meningkatnya peranan wanita  di luar rumah. Karena perananya 
yang demikian maka disamping akan ada kemajuan bagi kaum 
wanita untuk meraih prestasi yang diinginkannya disisi lain akan 
menimbulkan suatu dampak yang negatif. Dengan semakin 
terbukanya peranan wanita melakukan hal-hal yang menyimpang,  
misalnya melakukan kejahatan/ tindak pidana sebagaimana 
diungkapkan di media massa, baik dari media televisi dan media 
massa lainnya. 
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Walaupun selama ini kaum prialah yang selalu dan sering 
melakukan kejahatan, namun tidak berarti wanita tidak dapat 
melakukan kejahatan. Bagaimanaapun juga manusia yang 
mempunyai keinginan serta kebutuhan bagi dirinya, sehingga untuk 
memenuhinya tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan 
perilaku yang menyimpang. 
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, 
artinya bahwa perbuatan jahat itu dapat menimpa dan memberi 
oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur,  jenis kelamin 
(laki-laki dan wanita), dan batasan-batasan formil lainnya seperti 
jabatan, status sosial, suku maupun agama serta dapat memberi 
pada kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula. 
Kejahatan memang merupakan gejala sosial yang dapat 
mengganggu ketentraman, kedamaian serta ketenangan 
masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun 
demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, wanita 
dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai 
kelengkapan adanya kebaikan dan keburukan. Menariknya dalam 
perkembangan kejahatan  akhir-akhir ini,  tidak sedikit wanita-
wanita yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya 
hanya lazim memberi laki-laki, misalnya ikut serta dalam 
penodongan perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau 
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bahkan otak perampokan. Maka citra wanita yang seolah-olah lebih 
bertahan terhadap kejahatan mulai pudar. 
Para ahli kriminologi hampir senada mengungkapkan 
pendapat, bahwa upaya memberiiiantas kejahatan merupakan 
suatu hal yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dapat dihilangkan 
sepanjang masih ada masyarakat manusia. Akan tetapi meskipun  
belum dapat diberantasnya secara tuntas, namun usaha untuk 
mengatasinya harus tetap memberi demi ketentraman dan 
kebahagiaan hidup masyarakat. 
Salah satu hal yang menarik dalam hal perkembangan 
kejahatan, bahwa dewasa ini  banyak mendengar kaum wanita 
yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan yang biasanya 
didominasi oleh kaum pria. Pada umumnya jenis kejahatan yang 
dilakukam oleh wanita adalah kejahatan terhadap harta benda, 
seperti pencurian dan penipuan. Akan tetapi kejahatan yang 
berkualifikasi kekerasan seperti pembunuhan, perampokan serta 
penganiayaan tidak jarang pula memberi oleh seorang wanita. 
Selain itu sering dengan  semangat emansipasi yang sangat 
mendorong peningkatan kemampuan dan tingkat pendidikan 
wanita, membuka peluang bagi mereka untuk menduduki posisi 
dan jabatan yang lebih tinggi diberbagai bidang, sehingga dengan 
sendirinya membuka pula peluang untuk melakukan kejahatan 
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karena jabatan, yang juga dikenal dengan nama white collar crime, 
seperti korupsi. 
Hal-hal tersebut diatas yang mendorong Penulis untuk 
meneliti tentang latar belakang sehingga wanita mealakukan 
kejahatan, dan mengangkat dalam sebuah karya tulis yang 
berjudul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Harta 
Benda yang memberi oleh Wanita (Studi Kasus 2011-2013). 
Lebih khususnya di Kota Makassar 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis 
merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Faktor apakah yang mempengaruhi wanita melakukan tindak 
pidana kejahatan harta benda di Kota Makassar? 
2. Bagaimanaakah upaya penanggulangan yang dilkakukan 
oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan harta benda 
yang memberi oleh wanita di Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai 
kejahatan harta benda yang dilakukan oleh wanita, baik 
jenisnya walaupun latar belakang kehidupan para wanita 
pelakunya, khususnya di wilayah Kota Makassar. 
2. Untuk mengungkapkan secara objektif faktor-faktor 
penyebab sehingga wanita melakukan kejahatan harta 
benda di kota Makassar. 
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang memberi 
oleh aparat hukum dan pemerintah setempat dalam 
mencengah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan harta 
benda yang memberi oleh wanita di kota Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
a. Hasil Penulisan diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para 
aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam upaya menangani kejahatan, 
khususnya yang memberi oleh wanita. 
b. Diharapkan agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan 
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masukan bagi mereka yang memiliki perhatian khusus 
terhadap objek penelitian ini. 
c. Dengan mengetahui dan mempelajari secara jelas upaya-
upaya penanggulangan kejahatan yang memberi oleh aparat 
hukum dan pemerintah untuk mencegah terjadinya 
kejahatan khususnya yang memberi oleh wanita. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi 
Untuk dapat menetapkan batasan kriminologi yang baku dan 
dapat diterima oleh semua orang, masih merupakan yang sulit bagi 
pakar kriminologi. Salah satu kendalanya adalah, kenyataan 
dimana para kriminolog seringkali terlibat dalam perdebatan dan 
perbedaan pendapat mengenai pengertian kejahatan dan penjahat. 
Keterangan ini diperkuat oleh Albert Cohen (Soerjono Soekanto, 
1986:14) yang menyatakan: 
Masalah yang paling menekan dalam bidang studi tentang    
disorganisasi sosial dan prilaku menyimpang adalah 
merusmuskan pengertian ini. Jika kita tidak sepakat 
mengenai apa yang dibicarakan, maka kita tidak akan 
sepakat pula tentang apa yang relevan, lebih-lebih tentang 
apa yang penting. 
 
Terlepas dari masalah di atas, untuk dapat mengetahui 
sejauh mana ruang lingkup kriminologi, kita dapat bertolak dari 
beberapa definisi serta perumusan mengenai jangkauan kriminologi 
yang dikemukakan oleh sejumlah pakar kriminologi. Namun 
sebelum itu, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian 
kriminologi dari sudut etimologi, serta morfologis.  Kriminologi 
berasal dari kata “crimen” (bahasa Latin) yang berarti kejahatan 
dan “logos” (bahasa Yunani) berarti ilmu pengetahuan. Sehingga 
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secara harfiah , kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang kejahatan. 
Berikut ini akan dipaparkan rumusan-rumusan dari pakar 
kriminologi antara lain, W. A. Bonger (1971 : 21) dalam bukunya 
pengantar tentang kriminologi, menyatakan : 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi 
teoritis/ murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan 
yang berdasarkan atas pengalaman yang seperti ilmu 
pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-
gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala 
tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang apa adanya. 
Menurut Bonger, bahwa disamping kriminologi teoritis, 
disusun kriminologi praktis, kriminologi praktis termasuk didalamnya 
gejala patologi sosial, seperti kemiskinan, anak jalanan, pelacuran, 
alkoholisme dan bunuh diri yang satu sama lain ada hubungannya, 
kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang 
bergandengan dan sebagian terdapat dalam satu etiologi. 
Definisi selanjutnya yang dikemukakan oleh E. H. Sutherland 
(Sahetapy, 1992 : 7) yang menyatakan : “kriminologi adalah 
keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan 
jahat sebagai gejala sosial”. 
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B. Ruang Lingkup Kriminologi       
E H. Sutherland (Sahetapy, 1992: 8) menyebutkan mengenai 
ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan 
hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran 
hukum. 
Selain dari rumusan di atas, telah banyak di ajukan sejumlah 
definisi lain mengenai kriminologi. Sementara itu, bidang-bidang 
yang oleh kriminologi semakin meluas. Hal ini dijelaskan oleh W. H, 
Negel (Soerjono Soekanto, 1986 : 7) sebagai berikut:  
Setelah perang dunia ke II, ruang lingkup kriminologi 
semakin meluas. Kriminologi modern tak hanya semata-
mata etiologi kejahatan. Sebagai contoh, viktimologi secara 
memperlebar bidang ini sejak tahun 1950, yang bertitik tolak 
dari pemikiran bahwa kriminolgi tidak dapat lagi dipraktekkan 
tanpa memperhitungan hubungan (atau interkasi) antara 
penjahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan baik 
merupakankorban personal atau impersonal. Sementara itu, 
sosiologi hukum pidana juga telah memperluas ruang 
lingkup kriminologi. 
Secara luas lagi, G.P Hoefnagels (Soerjono Soekanto, 1986 
:8) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup kriminologi 
sebagai berikut:  
Kriminologi umum memiliki kedudukan sentral sebagai 
etiologi kejahatan dan kebijakan pidana yang didukung di 
suatu pihak oleh disiplin-disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu 
pengetahuan sekutu yang telah mandiri oleh karena 
mencakup bidang khusus , di lain pihak bidang-bidang 
penerapan memberikan bahan-bahan bagi ilmu 
pengetahuan kriminologi. 
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       Gambaran yang di berikan oleh G. P Hoefnagels di atas, 
ditanggapi oleh Soerjono Soekanto. (1986 : 8) sebagai berikut: 
Gambaran tersebut dikemukakan untuk menunujukkan 
rumusan kriminologi yang diperluas, yakni sebagai suatu ilmu 
pengetahuan empiris yang untuk sebagaimana dihubungkan 
dengan norma hukum, yang mempelajari kejahatan serta proses-
proses formal dan informal dan kriminalitasi dan dekriminalisasi, 
situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan 
hubungan diantra sebab-sebab kejahatan, serta reaksi-reaksi dan 
tanggapan masyarakat oleh pihak lain diluat kalangan penjahat itu 
sendiri.  
Menurut W. A Bonger (1971 : 25) ruang lingkup studi 
kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi 
terapan yaitu: 
a. Ruang lingkup kriminologi murni, meliputi : 
a. Antropologi krimninal 
 Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti mengenai 
manusia yang jahat dan tingkah laku, karakter, sifat dan ciri 
tubuhnya seperti apa, juga memiliki apa ada hubungan antara 
suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya apakah ada 
tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan 
kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan. 
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b. Sosiologi kriminal  
 Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan 
sebagai gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana 
sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Apakah masyarakat 
yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan 
masyarakat terhadap peraturan peraturan perundang-
undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi 
dalam mencegah kejahatan. 
c. Psikologi kriminal 
 Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan 
dari sudut kejiwaanya. Apakah kejiwaanya melahirkan kejahatan 
atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang 
mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan 
d. Pisikopatologi dan Neuropatologi kriminal  
 Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan 
dan penjahat yang sakit jiwa atau urat yang menimbulkan 
kejahatan dan syaraf yang menimbulkan kejahatan, dan 
kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf. 
e. Penologi 
 Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan 
dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman tersebut 
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akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih 
melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas 
kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar 
belakang dan apa adanya keseimbangan antara pemidanaan 
dengan kejahatan yang memberi. 
b. Ruang Lingkup kriminologi terapan, meliputi : 
a. Hygiene kriminal  
  Tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-
usaha pemerintah yaitu menerapkan undand-undang secara 
konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan 
yang memberi semata-mata untuk mencegah timbulnya 
kejahatan. Apakah menu dan jenis makanan yang dapat 
menimbulkan kejahatan serta sejauh mana pemerintah 
memperhatikan hygiene warganya untuk mencegah terjadinya 
kejahatan.  
b. Politik kriminal  
 Pencurian dan penjambretan banyak memberi oleh 
penganggur-penganggur yang tidak memiliki pendidikan dan 
keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan 
program pendidikan keterampilan kepada para penganggur 
sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan 
serta penampungannya. Pengemis, pengamen dan PHK yang 
banyak terjadi pada suatu n egara berkaitan dengan program-
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program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga 
dan rakyat. Apakah program-program pemerintah yang 
menimbulkan kejahatan. 
c. Kriminalistik  
 Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik 
pengasutan dan penyidikan secara scientific. Dalam 
mengungkap kejahatan dengan menggunakan kriminalistik 
antara lain, yaitu disentifikasi, laboratorium kriminal, alat 
mengetest golongan darah (DNA), alat mendeteksi kebohongan, 
dan lain-lain sesuai dengan scientific kriminalistik lainya sesuai 
dengan perkembangan teknologi. 
 Sudarto (1981 : 113)  memberi tiga pengertian pada istilah 
Politik Kriminal, yaitu: 
a. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang 
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang 
berupa pidana. 
b. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 
hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan 
polisi. 
c. Dalam arti paling luas diambil dari pendapat Jorgen Jepsen, 
ialah keselurahan kebijakan yang dilakukan melalui 
perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang 
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bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 
masyarakat. 
 
C. Pengertian Kejahatan 
 Untuk memperdalam pengertian tentang permasalahan yang 
dibahas, Penulis akan menguraikan beberapa pengertian mengenai 
kejahatan. 
 Sebenarnya tidak ada batasan yang sangat tepat mengenai 
kejahatan, mengingat ruang lingkup yang sangat luas, hal ini 
sejalan dengan pendapat G. W. Bawengan (1991 : 7) yang 
menyatakan: 
Kejahatan adalah nama atau cap yang diberikan oleh orang 
untuk menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang 
jahat. Oleh karena itu pengertiannya sangat relatif, yaitu 
tergantung dari penilain seseorang untuk menilainya. Jadi 
apa yang disebut seseorang sebagai kejahatan, bukan 
selalu harus diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan pula. 
 
 Dengan demikian sangat sulit untuk merumuskan pengertian 
kejahatan secara tepat. Namun untuk mempermudah pengertian 
dalam masalah ini, maka diperlukan beberapa ahli, seperti yang 
dikutip oleh Soerjono Soekanto. (1986 : 20) sebagai berikut: 
kejahatan adalah pelanggaran perasaan-perasaan kasih. 
Thomas melihat kejahatan dari sudut pandang psikologi 
sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan 
solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya, 
sedangkan Redeliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai 
sesuatu pelanggaran tata cara (usage) yang menimbulkan di 
dalamnya sanksi pidana. 
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    Selanjutnya, Van Bamelle (Moeljatno, 1982 : 10) 
menyatakan bahwa kejahatan adalah: 
  Tiap kelakuan yang merugikan dan asusila yang dapat 
menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan 
masyarakat itu berhak untuk mencela dan mengadakan 
perlawanan terhadap kelakuan itu dengan jalan menjatuhkan 
suatu nestapa terhadap pelaku perbuatan itu. 
 
   Van Bamelle dalam hal ini menitik beratkan pada perbuatan 
yang merugikan dan asusila yang dapat menimbulkan 
kegoncangan dalam masyarakat, sehingga pelaku dari perbuatan-
perbuatan itu, patut untuk diberi sanksi pidana sebagai belasan 
atas perbuatan yang merugikan. Dengan demikian asusila 
ditentukan oleh nilai etnik masyarakat, sedangkan merugikan 
ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat apakah terganggu 
atau tidak oleh kelakuan tersebut. 
    Dari apa yang dikemukakan oleh Van Bamellen tersebut 
diatas, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan, merupakan 
pengertian kejahatan dilihat dari aspek sosial. 
    Berbeda dengan Van Bamelle, Edwin H. Sutherland (A. S. 
Alam, 1992:3) memberikan definisi tentang kejahatan secara 
yuridis sebagai berikut: 
  Kejahatan dilihat dari segi pandang hukum adalah setiap 
tindakan yang melanggar perturan-peraturan yang terdapat 
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dalam perundang-undangan suatu Negara. Betapa tidak 
bermoralnya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan tersebut 
tidak dengan jelas tercantum di dalam perundang-undangan 
pidana, hal itu tidak merupakan kejahatan. 
    Selanjutnya Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressay 
(Made Darma Weda, 1996 : 6) mengemukakan tujuh syarat untuk 
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu: 
1. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan, harus 
terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata yang berupa 
kerugian. 
2. Kerugian yang ditimbukan harus merupakan kerugian yang 
dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum 
dalam hukum pidana 
3. Harus ada perbuatan  yang membiarkan terjadinya 
perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. 
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat 
maksud jahat “means rea” 
5. Harus ada hubungan antara perilaku dan means rea 
6. Harus ada hubungan kausa antara kerugian yang dilarang 
undang-undang dengan perbuatan yang memberi atas 
kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan) 
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang 
ditetapkan oleh undang-undang 
 Pengertian yang agak lebih luas, dikemukakan oleh G. W. 
Bawengan (1991 : 7) yang membedakan pengertian kejahatan 
menurut penggunaannya masing-masing, yaitu: 
1. Pengertian secara praktis 
Kejahatan diartikan sebagai suatu pengertian yang 
merupakan campuran arti kejahatan dari bermacam-macam 
norma, seperti norma agama, kesusilaan, kebiasaan dan 
atau norma berasal dari adat istiadat. Bila terjadi 
pelanggaran terhadap norma tersebut akan timbul suatu 
reaksi baik berupa hukuman, cemohan atau pengecualian. 
Norma tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 
membedakan perbuatan yang wajar atau perbuatan yang 
tercela. 
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2. Pengertian secara religius 
Kejahatan diidentikkan dengan dosa di mana setiap dosa 
akan terancam dengan api Neraka terhadap jiwa yang 
berdosa. Suatu perbuatan yang melanggar norma agama 
akan dikaitkan berdosa, yang berarti melakukan suatu 
kejahatan. 
3. Kejahatan dalam arti yuridis dapat kita lihat misalnya dalam 
sistem Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP). KUHP 
membedakan antar perbuatan yang tergolong pelanggaran 
yang terdapat pada buku ketiga KUHP, dengan kejahatan 
yang tercantum pada buku kedua KUHP. Sehingga jelas 
bahwa yang dimksud dengan kejahatan dalam KUHP adalah 
setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal 
dari buku kedua KUHP 
 Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tentang 
kejahatan, yakni perlunya dibedakan antara kejahatan sebagai 
objek hukum pidana, dengan kejahatan sebagai objek kriminologi. 
Dalam hukum pidana, jelas bahwa kejahatan sebagai peristiwa 
pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, karena itu 
manusia yang bertindak sebagai pelaku peristiwa pidana akan 
diancam dengam hukuman. Berbeda dengan kriminologi, yang 
melihat suatu kejahatan sebagai suatu gejala sosial, dimana yang 
perlu diperhatikan adalah pelaku dalam kedudukannya ditengah-
tengah masyarakat. Hal itu bukan berarti bahwa kriminologi tidak 
memperhatikan proses penghukuman, sebab kriminologi 
menghendaki juga terciptanya masyarakat yang tertib dan aman. 
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D. Tipe Pelaku Kejahatan 
 Untuk menanggulangi kejahatan, perlu dikenal tipe-tipe 
pelaku kejahatan dalam hal melengkapi konsep penanggulangan 
kejahatan. Penetuan tipe-tipe pelaku kejahatan oleh para 
kriminolog sangat bergantung pada tempat dan waktu penelitian, 
sehingga setiap ahli mengahsilkan tipe yang berlainan. Hal ini 
diungkapkan oleh Hurwitz  (Moeljatno, 1982 : 157) tentang 
keberadaan tipe-tipe pelanggaran hukum sebagai berikut : 
1. Mendapat tantangan karena ketergantungan kepada 
pendapat umum. 
2. Memberiii keleluasaan kepada bermacam-macam 
pendapat. 
3. Menggaris bawahi unsur-unsur lain dari perbuatan 
dengan mengorbankan 
 Penelitian sesungguhnya tentang kepribadian sang pelaku 
dan seterusnya. 
 Bagaimanaapun juga, teori-teori tentang tipe-tipe pelaku 
kejahatan penting bagi kriminologi, karena memperhatikan “material 
typicality” (ukuran-ukuran materil) mengenai tipe-tipe pelaku 
kejahatan. 
 Ada beberapa penggolongan tipe-tipe pelaku kejahatan yang 
diajukan para ahli, diantaranya adalah klasifikasi menurut 
Aschaffenburg (J. E. Sahetapy, 1982 : 85-86), yaitu; 
1. Para penjahat kebetulan: mereka ini melakukan tindak 
pidana karena kealpaan 
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2. Para penjahat karena suasana perasaan: mereka tiba-tiba 
berbuat karena mempergunakan kesempatan yang 
kebetulan mereka jumpai. 
3. Para penjahat karena kesempatan: mereka ini berbuat 
jahat karena mempergunakan kesempatan yang kebetulan 
mereka jumpai. 
4. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau 
melakukan persiapan. 
5. Para residivis: cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa 
mempersoalkan apakah delik yang memberi sama atau 
tidak. 
6. Para penjahat kebiasaan: mereka ini dengan teratur 
melakukan kejahatan, terutama dengan sifatnya yang positif 
atau sudah tumpul perasaannya. 
7. Para penjahat professional: mereka ini dengan teratur 
melakukan kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang 
ditunjukkan pada kejahatan.  
 Adapun pembagian dari Seelig (J. E. Sahetapy, 1992 : 89-
98) dengan bertolak bahwa suatu kejahatan memberi akibat dari ciri 
watak si pelaku (disposisinya) atau dari suatu kejadian psikis, 
menjelang atau selama memberi perbuatan itu (kejadian 
senyatanya) adalah sebagai berikut : 
a. Penjahat profersional yang malas bekerja. Mereka harus 
melakukan kejahatan sebagai pengganti cara bekerja 
normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan 
cara hidup mereka sosial. Termasuk dalam kelompok ini 
ialah pra pengembara jalanan, para gelandangan dan 
pelacur. 
b. Penjahat terhadap harta benda karena daya tehan  tubuh 
mereka yang lemah. Lazimnya mereka dapat 
menyusaikan diri dalam masyarakat. Bekerja secara 
normal. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, 
juga yang muncul dalam pekerjaan mereka. 
c. Para penjahat Karena nafsu agresif. Mereka sangat 
mudah tersinggung sehingga belum agresif 
(penganiayaan) atau mengungkapkan secara lisan atau 
tulisan (penghinaan, pencemaran nama, penodaan 
nama). 
d. Penjahat karena tidak ada penguasaan diri secara 
seksual. Termasuk dalam kelompok ini hanya mereka 
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yang perbuatannya langsung memuaskan nafsu seksual 
atau hanya nafsu, oleh karena itu mereka tidak cukup 
mampu menguasai diri mereka. Perbuatan mereka ini 
dapat ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan seksual 
yang normal atau abnormal. 
e. Penjahat karena krisis.  Mereka ini kejahatan sebagai 
suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka. Termaksud 
dalam kelompok ini, pembunuhan berencena karena 
cintanya tidak dijawab atas kehamilan diluar nikah. 
f. Penjahat rekatif-primitif. Tipe ini ditunjukkan pada orang-
orang dengan perasaan yang meledak dan yang tidak 
dapat dikuasai oleh mereka sendiri. Situasi perasaan 
adalah akibat dari suatu pengalaman secara tiba-tiba, 
tetpai juga dari suatu penumpukan pengalaman atau 
kejadian yang seolah-olah menimbung perasaan itu, dan 
peledakan dapat terjadi pada waktu yang sama sekali 
tidak terduga. 
g. Penjahat karena keyakinan. Orang-orang ini yakin bahwa 
perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban. 
Mereka mempunyai keinginan untuk berbuat Karena 
keyakinan secara rohani yang menenpatkan norma 
individual lebih tinggi dari pada norma hak atau 
kelompok. Bila mana norma yang bersangkutan itu begitu 
kuat sehingga memaksa yang bersangkutan untuk 
berbuat, baru yang bersangkutan dapat dinamakan 
penjahat karena keyakinan. 
h. Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup. 
Mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu 
menyampaikan kepentingannya sendiri. Tindak pidana 
yang kemudian bias culpa atau dolus. 
i. Bentuk-bentuk campuran. Di samping 18 tipe murni 
tersebut diatas, ada bentuk-bentuk campuran dan yang 
terpenting diantaranya adalah : 
a. Penjahat profesional yang malas bekerja (kelompok) 
yang sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai 
diri secara seksual (kelompok 4) 
b. Penjahat professional yang malas bekerja 
sekaligus,sekaligus penjahat karena nafsu agresi. 
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E. Jenis Kejahatan Harta Benda 
 Kejahatan harta benda telah diatur dalam Buku II Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun jenis kejahatan 
harta benda yang diatur dalam  (KUHP), adalah sebagai berikut: 
1) Pencurian  
 Pencurian adalah termasuk tindak pidana kejahatan harta 
benda, yang diatur dalam Buku II Bab XXII mulai dari Pasal 362 
KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. 
 Dari beberapa Pasal yang mengatur tindak pidana kejahatan 
pencurian, maka Pasal 362 KUHP adalah merupakan pokok delik 
pencurian. Sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut telah 
dirumuskan secara tegas dan jelas. Sedangkan Pasal-Pasal dalam 
KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik 
pencurian , akan tetapi cukup disebutkan jenis kejahatan pencurian 
tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan peringanan. 
 Adapun rumusan Pasal 362 KUHP sebagai berikut : 
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling 
banyak  enam ratus ribu rupiah. 
 Pasal 362 ini merupakan bentuk pokok dari pencurian 
dengan unsur-unsur:  
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a. Obyektif 
- Mengambil 
Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari 
tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa 
barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan 
mengambil dianggap selesai terlaksana apabila benda itu 
sudah berpindah dari tempat asalnya. 
- Barang yang sepenuhnya atau sebahagiaan kepunyaan 
orang lain. Barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang 
mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi sesorang. 
Barang harus seluruhnya atau sebahagian. Barang tidak 
perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, 
sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi 
objek pencurian. Jadi sebahagian adalah kepunyaan 
pelaku sendiri. 
b. Subyektif 
- Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sediri 
secara melawan hukum dengan maksud istilah ini 
terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari 
pelaku untuk memliki barang secara melawan hukum. 
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- melawan hukum  
Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atas 
kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, 
bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. 
- Memiliki barang bagi diri sendiri 
Memiliki barang bagi diri sendiri adalah perbuatan 
penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan 
atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia 
bukan pemiliknya. 
 
2) Pemerasan dan Pengancaman  
 Jenis tindakan pidana kejahatan harta benda ini, diatur 
dalam Buku II pada Bab XXIII, yaitu mulai Pasal 368 – 371 (KUHP), 
dimana pemerasan dan pengancaman sebenarnya berbeda tetapi 
mempunyai sifat yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk 
memeras orang lain. Pemerasa diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 
pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang rumusnya 
sebagai berikut : 
Adapun rumusan Pasal 368 KUHP sebagai beriku : 
(1).Barangsiapa dengan maksud untuk menguntukngkan 
diri    sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu,yang 
seluruhnya  atau sebagian adalah kepunyaan orang itu 
atau orang lain;atau supaya memberiii hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan 
dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahu. 
25 
 
 (2) ketentuan Pasal 365 ayat kedua,ketiga dan keempat  
berlaku bagi kejahatan ini.  
 
Adapun rumusan Pasal 369 KUHP sebagai beriku : 
 (1) barangsiapa dengan maksud menguntukngkan diri 
sendiri  atau orang lain secara melawan hukum, 
dengan alas an pencemaran baik lisan maupun non 
lisan atau dengan ancaman mau membuka 
rahasia,memaksa seseorang barang yang sesuatu atau 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau 
orang lain, atau supaya memberi utang atau 
menghapuskan piutang, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 
 (2) kejahatan ini tidak dituntukt kecuali atas pengaduan  
orang yang terkena kejahatan.” 
  
 Pasal 368 ini merupakan bentuk pokok dari pemerasan dan     
pengancaman    dengan unsur-unsur : 
a. Obyektif  
- Memaksa 
Melakukan tekanan orang, sehinggga orang itu 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan 
kehendaknya sendiri. 
- Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang 
Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila 
barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah 
dilepaskan dari kekuasan orang yang diperas, tanpa 
melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar 
dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. 
Pemerasan dianggap telah terjadi , apabila orang diperas 
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itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan 
di pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. 
Penyerahan barang tersebut tidak harus memberi sendiri 
oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan 
barang tersebut dapat saja terjadi dan memberi orang 
lainselain dari orang yang diperas. 
- Supaya memberi hutang 
Si pemeras memaksa orang yang diperas untuk 
membuat sesuatu perikatan atau suatu perjanjian yang 
menyebabkan orang yang diperas harus membayar 
sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan 
memberiii hutang dalam hal ini bukanlah berarti 
dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari 
orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu 
perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang 
yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang 
berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas 
untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau 
orang lain yang dikehendaki. 
- Untuk menghapus hutang 
Menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada 
dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang 
tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. 
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- Untuk menguntukngkan diri sendiri atau orang lain 
Menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang 
lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini 
tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila 
dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah 
menguntukngkan diri sendiri atau orang lain. 
b. Subyektif 
- Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri 
secara melawan hukum dengan maksud istilah terwujud 
dalam kehendak, keinginan atau  tujuan dari pelaku untuk 
memiliki barang secara melawan hukum. 
- Melawan hukum 
Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atas 
kekuasan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa 
barang yang diambilnya adalah milik orang lain. 
Unsur-unsur ini dari Pasal 369 KUHP ini hampir sama 
dengan unsur-unsur yang dimiliki Pasal 368 KUHP 
- Memaksa Orang lain 
- Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan. 
- Supaya meberi hutang 
- Menghapus piutang 
- Dengan maksud 
- Untuk diri sendiri atau orang lain. 
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3) Penggelapan  
 Jenis tindak pidana kejahatan harta benda ini, diatur dalam 
Buku II pada Bab XXIV, yaitu mulai Pasal 372-377 KUHP. 
 Pasal 372 KUHP  
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku 
sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagaimana adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena  
kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak 
enam ratus rupiah. 
           Pasal 372 merupakan bentuk pokok penggelapan yang 
memiliki unsur-unsur: 
a. Obyektif  
- Memiliki  
Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas 
barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang 
mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan 
kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, 
hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai 
pemilik atas barang itu. 
- Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan 
orang lain 
Uraian mengenai unsur ini dapat dijumpai  didalam 
pragraf pencurian. 
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- Barang yang dikuasai bukan karena kejahatan 
Pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu 
oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga 
barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena 
kejahatan. 
b. Subyektif 
- Dengan sengaja  
Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia 
dapat  dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
- Dengan malawan hukum 
Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau 
kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan 
perbuatan memiliki sebab itu bukan yang punya, bukan 
pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk 
memilikinya. 
 
4) Penipuan  
 Tindak pidana kejahatan penipuan diatur dalam Buku II pada 
Bab XXV, yaitu mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 
KUHP. 
 Tindak pidana kejahatan penipuan sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 378 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : 
Barangsiapa dengan maksud untuk untuk menguntukngkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan 
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memakai nama palsu atau orang lain secara melawan 
hukum dengan memakai namapalsu atau martabat 
(hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 
memberiii utang maupun menghapuskan piutang, diancam, 
karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun. 
 
 Pasal 378 KUHP merupakan bentuk pokok penipuan yang 
memiliki unsur-unsur : 
a. Obyektif 
- Membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat 
pembujuk/ penggerak dalam perbuatan menggerakkan 
orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya 
hubunga kasual antara alat penggerak itu dan 
penyerahan barang dan sebagainya. 
- Alat pembujuk/Penggerak 
Alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam 
perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar 
menyerahkan sesuatu barang terdiri dari 4 jenis, yaitu : 
1. Nama Palsu : pengguanaan nama yang bukna nama 
sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunan 
nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk 
dalam pengguanaan nama palsu 
2. Keadaan/sifat palsu : pernyataan dari seseorang 
bahwa ia dalam suatu tertentu, keadaan mana 
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memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam 
keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku 
anggota polisi. 
3. Rangkaian kata – kata bohong : diisyaratkan bahwa 
harus terdapat beberapa kata bohong yang 
diucapkan. 
4. Tipu muslihat : perbuatan-perbuatan yang memberi 
sedemikian rupa, hingga perbuatan–perbuatan itu 
menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas 
kebenaran dari sesuatu kepada orang lain 
b. Subyektif 
- Maksud untuk menguntukngkan diri sendiri dan orang 
lain 
 Maksud 
Dengan maksud diartikan tujuan terdekat, 
 Menguntukngkan diri sendiri atau orang lain dengan 
jalan melawan hukum 
Ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat 
penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntukngan 
yang diperoleh. Meskipun keuntukngan bersifat wajar, 
namun apabila diperoleh dengan alat-alat 
penggerak/pembujuk tersebut di atas, keuntungan itu 
akan bersifat melawan hukum. 
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5) Pengrusakan Barang  
 Tindak pidana kejahatan pengrusakan barang diatur dalam 
Buku II  pada Bab XXVI, yaitu mulai dari Pasal 406 sampai dengan 
Pasal 412 KUHP 
 Tindak pidana kejahatan pengrusakan barang sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 406 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai 
atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2). Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang 
dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, 
merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau 
menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain.” 
Unsur-unsur pengrusakan barang pada Pasal 406 KUHP : 
- Menghancurkan 
Perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian 
rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. 
- Merusakkan  
Suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang 
menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu 
hanya dari pada benda itu yang rusak.  
33 
 
- Menghilangkan 
Perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda 
itu, tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat 
dipergunakam lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat 
ditampilkan lagi. 
- Barang 
Obyek dari kejahatan ini adalah barang yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain. 
- Dengan sengaja dan melawan hukum. 
 
6) Penadahan 
Para ahli hukum meggolongkan tindak pidana penadahan 
adalah salah satu bagian dari tindak pidana kejahatan terhadap 
harta benda. 
Dasar hukum tindak pidana kenadahan diatur dalam Buku II 
Bab XXX, yaitu pada Pasal 480 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut: 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau denda paling banyak enam ratus rupiah karena 
penadahan: 
Ke-1. Barangsiapa membeli, menawarkan, menukarkan, 
menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk 
menarik keuntukngan, menyimpan atau  
menyembinyakan sesuatu benda, yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga, bahwa keuntukngan 
dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau 
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sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari 
kejahatan. 
  
 Unsur-unsur penadahan pada Pasal 480 KUHP :  
a. Obyektif  
- Mengambil keuntukngan dari hasil sesuatu barang 
Hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, hingga 
mengambil keuntukngan dari membeli barang itu sendiri 
tidak termasuk dalam pengertian mengambil 
keuntukngan dari hasil barang itu. 
- Barang yang diperoleh karena kejahatan  
Karena obyek kejahatan adalah barang : 
 Yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan 
dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu. 
Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk 
kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, 
penggelapan, penipuan dan pemerasan. 
 Yang timbul karena kejahatan pemalsuan, seperti 
uang palsu dan surat palsu. 
b. Subyektif  
- Diketahuinya atau patut dapat disangkanya 
Didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur 
sengaja maupun culpa : 
 Unsur sengaja (dolus): dengan kata : Diketahuinya 
35 
 
 Unsur kulpa (culpose) dengan kata: patut dapat 
disangkanya. 
 
F. Teori Tentang Sebab Terjadinya Kejahatan 
Usaha untuk mencari dan menemukan sebab-sebab 
terjadinya kejahatan itu, sudah dimulai sejak lama dan berkembang 
terus menerus dari masa-kemasa. Banyak sarjana yang telah 
mengemukakan pendapatnya mengenai latar belakang yang 
menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini membuktikan bahwa 
telah banyak orang yang melakukan penelitian dibidang ini, dan 
telah melahirkan aliran-aliran dengan teorinya yang terkenal. 
Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai aliran-
aliran tersebut: 
1. Aliran klasik 
Aliran ini berdasarkan pada pandangan Hedonistik Psikologi 
yang beranggapan bahwa seseorang melakukan tindakan atau 
perbuatan, ditentukan kebahagiaan dan kesengsaraan atau 
penderitaan. Sehingga aliran ini mempertegas bahwa kebahagiaan 
dan derita merupakan sebab dari terjadinya kejahatan. 
Menurut aliran ini, persoalan sebab kejahatan telah dijawab 
dengan sempurna sehingga tidak perlu lagi penelitian untuk 
mencari sebab-sebab kejahatan. Salah satu penganut aliran 
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hedonism modern, Jeremy Bentham (Bawengan, 1991 : 34) 
mengemukakan pendapat sebagai berikut : 
Bahwa perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang 
saya pikir akan memberikan kebahagian besar kepada saya, 
demikian pula perbuatan yang akan saya lakukan adalah 
perbuatan yang sesungguhnya akan memberikan 
kebahgiaan besar kepada saya. 
Sementara itu aliran ini ditanggap oleh Sutherland 
(Bawengan 1991 : 34) sebagai berikut: 
Aliran ini bersifat individualistis dan voluntaris karena kurang 
memberi kesempatan pada penyelidikan lebih lanjut tentang 
sebab-sebab kejahatan, apalagi terhadap usaha untuk 
mencegah kejahatan. Kelemahannya yang lain bahwa 
penganut aliran ini tidak dapat mengkualifikasi perasaan 
senang dan tidak senang dengan cara intelegensia. Akan 
tetapi aliran ini juga mempunyai kebenaran, karena 
bagaimanaapun aliran ini telah merintis perhatian unsur 
psikologi yang mewarnai perbuatan. 
2. Aliran Kartografi  
Aliran ini disebut Kartografi atau goegrafis karena mereka 
menarik kesimpulan dan memberiii pendapat melalui sistem 
perkartuan dan pembuatan peta-peta, pencatatan kegiatan-
kegiatan kejahatan pada wilayah tertentu yang kemudian 
dihubungkan dengan musimm iklim dan lain-lain.  
Quetelet (Dirdjosisworo, 1983 : 9) yang menyelenggarakan 
statistik kriminal dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : 
Pendidikan, pekerjaan, kemiskinan, iklim dan perubahannya 
berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan dan bahwa 
kejahatan dapat diatasi dengan memperbaiki kehidupan 
manusia. 
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Walaupun ajarannya kurang lengkap, tetapi aliran ini berjasa 
dalam bidang statistik. Sebab tokoh-tokoh aliran ini dikenal sebagai 
ahli sosilogi yang menyusun statistik kriminal sebagai alat untuk 
mempelajari kejahatan disuatu daerah. Akan tetapi tujuan ini terlalu 
luas, sehingga sulit untuk menentukan secara kriminologis tentang 
masalah yang menjadi penyebab kejahatan.  
3. Aliran Sosialis  
Aliran ini mulai berkembang sekitar tahin 1850, yang 
mengacu pada ajaran Marx dan Engels dengan memberikan 
tekanan pada unsur determenesme ekonomi. 
Menurut ajaran ini, kriminalitas adalah konsekuensi dari 
masyarakat kapitalis akibat sistem ekonomi yang diwarnai 
penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor sesuai 
dengan ideologinya, maka lairan ini menampilkan ajaran 
masyarakat. 
Salah satu penganut ajaran ini adalah Bonger (Bawengan 
1991 : 35) yang mengemukakan usaha untuk melawan kejahatan 
dengan membuat makmur dan mempertinggi nilai kebudayaan 
manusia. Hal ini yang menandakan bahwa Bonger (Dirdjosisworo, 
1983 : 29) dipengaruhi oleh mashab sosialis, adalah pemaparan 
hasil penelitian di Eropa antara pasca perang dunia I dan perang 
dunia II, yang disimpulkan sebagai berikut : 
Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain : 
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1. Terlantarnya anak-anak 
2. Kesengsaraan 
3. Nafsu ingin memiliki 
4. Demoralisasi seksual 
5. Alkoholisme 
6. Kurangnya peradaban 
7. Perang 
 
4. Aliran Tipologis 
Aliran ini disebut juga biotipologi, yang menyatakan bahwa 
beda antara penjahat dengan yang bukan penjahat terletak pada 
sifat-sifat tertentu, pada kepribadian yang mengakibatkan 
seseorang tertentu dalam keadaan tertentu  berbuat jahat dengan 
seseorang yang lain tidak. 
Ada tiga golongan yang mempelopori aliran tipologi ini, yaitu: 
a. Lombrosian 
Aliran ini dikenal sebagai latalian school, yang dipelopori 
Casare Lamborso. Menurut Lamborso, manusia dilahirkan 
dengan membawa bakat-bakat tertentu, konsep bentuk fisik 
penjahat berbeda dengan bukan penjahat, aliran ini dengan 
tegas mengemukakan pendapat (Widiyanti dan Wiskita, 1987 : 
53) sebagai berikut : 
1. Penjahat sudah sejak lahirnya memiliki tipe tersendiri. 
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2. Tipe dapat dikenal melalui ciri tertentu, seperti tengkorak 
yang sistematis, rahang bawah yang panjang, hidung 
yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan 
sakit. 
3. Tanda-tanda lahiriah itu bukan penyebab kejahatan. 
Tanda itu pembawaan itu sejak lahir sebagai ciri 
seorang penjahat. Sifat dari ciri pembawaan ini 
atavisme,mungkin pathologis dan mungkin regenerasi. 
4. Karena ada kepribadian sejak lahir, mereka tidak  dapat 
terhindar dari berbuat  kejahatan, kecuali bila lingkungan 
dan kesempatan,  tidak memungkinkan. 
5. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa 
jenis-jenis penjahat  tertentu seperti pembunuhan dan 
pelanggar seks bisa saling dibedakan oleh stikmen 
tertentu. 
b. Mental testers  
Golongan ini menitik beratkan pada Feebie Minded sebagai 
unsur yang sangat menetukan watak manusia. Pelopornya 
adalah Goddard yang dengan teorinya adalah kelemahan otak,  
yang, yang mengakibatkan orang-orang tersebut tidak mampu 
menilai akibat perbuatannya tidak bisa menghargai undang-
undang sebagaimana mestinya. 
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c. Psikiatri 
Golongan mengutamakan pada masalah psikosa, epilepsy, 
dan moral instiniti sebagai faktor-faktor yang menentukan 
tingkah laku manusia.  
5. Aliran sosilogis 
Aliran ini dapat dapat dikatakan kelanjutan dari aliran 
kartografi yang menganalisa sebab-sebab kejahatan secara 
sosiologis. Aliran ini beranggapan bahwa kejahatan adalah hasil 
dari lingkungan individu. 
Noach (Soesilo, 1985 : 26) membagi ide sebab-sebab 
kejahatan kedalam tiga golongan besar: 
1. Pendapat bahwa kejahatan itu adalah akibat dari pada sifat-sifat  
tertentu dari perilaku kejahatan yang  pada umumnya termasuk 
dalam mashab Italia 
2. Pendapat bahwa kejahatan itu disebabkan bukan dari sifat-sifat 
bakat yang terletak didalam perilaku kejahatan, akan tetapi 
akibat dari keadaan dari luar yang mempengaruhi diri pelaku, 
yang dimaksud dalam mashab Perancis. 
3. Pendapat bahwa kejahatan itu disebabkan oleh sifat 
pembawaan dalam  diri penjahat, maupun oleh keadaan-
keadaan di luar yang mempengaruhi diri penjahat, yang 
termasuk mashab kombinasi Italia dan Perancis, atau bisa juga 
disebut mashab biososiologis. 
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G. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang senantiasa 
dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini, kejahatan yang dalam 
keberadaannya dirasakan sangat meresahkan dan disamping itu 
juga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, oleh 
karena itu, masyarakat semaksimal mungkin menanggulangi 
timbulnya kejahatan. 
Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan kejahatan 
menurut Walter E. Reekless (Soedjono Dirjosisworo 1976 : 75)  
meliputi kegiatan operasi kepolisian yang efektif yang harus 
diorganisir menjadi kekuatan pemberantas yang siaga, mampu 
menguasai tugas-tugas rutinitisnya maupun dalam keadaan 
darurat. Efektifitas Dinas Kepolisian tidak tergantung pada 
banyaknya penangkapan dan penghukuman terhadap penjahat, 
justru dalam hal pengawasan dan pencegahan kejahatan, sehingga 
masyarakat segan untuk melakukan kejahatan.  
Untuk mencegah kejahatan ada 3 (tiga) kegiatan yang 
dlakukan (Soedjono Dirjosisworo, 1984 : 141) yaitu: 
1. Kegiatan moralitas untuk menimbulkan komunitas dibidang 
ketebalan dimana dan mental  individu dalam masyarakat 
yang memberi oleh para ulama. 
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2. Kegiatan- kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali faktor-
faktor yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat 
menibulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.  
3. Tindakan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka Law 
enforeement melalui penegak hukum dan kordinasi aparat 
serta peartisipasi masyarakat. 
Upaya penanggulangan telah terus dan telah terus memberi 
oleh semua pihak, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya 
dalam hubungan ini, E.H. Suteherland dan Creesy (Romli  
Atmasasmita, 1983, 66). Mengemukakan bahwa dalam crime 
prevention dalam pelaksanaanya ada dua metode yang dipakai 
untuk mengurangi frekuensi kejahatan, yaitu: 
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 
2. Metode untuk mencegah the first crime 
   Metode pertama merupakan suatu cara yang ditunjukan 
kepada pengurangan residivis (pengulangan kejahatan) dengan 
suatu pembinaan  yang memberi konseptual. Sedangkan metode 
yang kedua merupakan suatu cara yang memberi kepada usaha 
untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang 
memberi oleh seorang dan metode ini dikenal juga sebagai metode 
prevention (preventif). 
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    Jadi upaya penanggulangan kejahatan itu tidak hanya dapat 
memberi secara preventif, tetapi dapat juga dilkukan dengan cara 
reptesif. 
1. Upaya Preventif 
 Penanggulangan kejahatan secara preventif memberi untuk 
mencegah kejahatan yang pertama kali akan memberi 
seseorang, keunggulan prevensif dapat digambarkan didalam 
masalah sekolah anak-anak nakal, dimana tingkah laku yang 
baik, tidak berkembang dengan tidak hanya menambah 
kekerasan hukumnya, banyak perubahan tingkah laku itu 
berhasil dengan adanya perbaikan para pengajarnya. 
 Bernest dan Teers (Romli Atmasasmita, 1983 : 79) 
menunjuk beberapa cara untuk menanggulangin kejahatan : 
1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan 
untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau 
tekanan-tekanan sosial dan keadaan ekonomi yang 
dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah 
perbuatan jahat. 
2. Memusatkan perhatian pada individu-individu yang 
mewujudkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebutkan gangguan-gangguan 
biologis dan psikologis atau kurang mendapat 
kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga 
dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 
 Dari pendapat Bernest dan Teertes tersebut di atas, 
menunjukan bahwa kejahatan dapat di tanggulangi apabila 
keadaan ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi 
seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan  kepada 
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keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan dibidang sosial ekonomi 
adalah mutlak diperlukan untuk berhasilnya program penanggulan 
kejahatan, sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan 
faktor sekunder. 
 Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimanaa 
melakukan suatu upaya yang positif, bagaimanaa kita diciptakan 
suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan kultur 
masyarakat, menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan 
dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketengan-ketengan 
sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga 
disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan pertisipasi 
masyarakat bahwa keamanan ketertiban adalah tanggung jawab 
bersama. 
                    2.  Upaya represif 
  Upaya represif adalah suatu upaya penanggulan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya 
serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
perbuatan yang memberinya merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan 
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya 
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mengingat sanksi yang akan ditanggung juga sangat berat. Untuk 
upaya represif dalam pelaksanaanya memberi pula dengan metode 
perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment) yakni: 
a. Perlakuan   
Penerapan dari perlakuan adalah tanggapan dari 
pelanggaran hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. 
Perlakuan ini dititik beratkan pada upaya si pelaku kejahatan dapat 
kembali sadar dari kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat 
kembali bergaul dimasyarakat seperti sediakala. 
b. Penghukuman  
Indonesia merupakan Negara yang didalam pemberian 
penghukuman menganut sistem permasyarakat, bukan lagi sistem 
kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem 
pemasyarakatan hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar 
hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan 
pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan 
penjahat. 
 Jadi dengan sistem pemasyarakatan disamping narapidana 
harus menjalani hukumanya di lembaga pemasyarakatan, mereka 
juga dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak 
setelah keluar menjadi orang berguna dan dapat berintegrasi 
kembali dengan masyarakat dan bukan lagi menjadi narapidana 
yang meresahkan masyarakat, sehingga kedudukan mereka jalani 
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setelah keluar dari penjara dapat lebih baik karena kesadaran 
mereka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun 
bersama dengan masyarakt di sekitar tempat tinggalnya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian dimaksud adalah wilayah atau tempat di 
mana penelitian akan dilaksanakan, yaitu di Kota Makassar. Lebih 
khusus lagi, penelitian akan memberi di beberapa instansi Penegak 
Hukum, seperti Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar, dan 
Lembaga Pemasyarakatan  Wanita Kelas II A Sungguminasa. 
  
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh Penulis secara langsung 
dari responden, yakni para wanita pelaku kejahatan di Kota 
Makassar serta para pejabat dari instansi pemerintahan tempat 
dilaksanakannya penelitian 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian 
sebagai literatur serta laporan tertulis atau dokumen-dokumen 
yang sesuai dengan materi Penulisan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini, pengumpulan data dan bahan-bahan 
yang dibutuhkan untuk analisa, memberi dengan dua cara yaitu: 
 Penelitian lapangan 
 Penulis akan mengumpulkan data informasi langsung dari 
lapangan dengan jalan: 
1) Wawancara, yakni mengadakan wawancara dengan para 
wanita pelaku kejahatan yang telah ditetapkan sebagai 
sampel dalam penelitian ini, yakni mereka yang telah 
berstatus narapidana dan sementara dibina di Lapas wanita 
kelas II Sungguminasa. Selain itu, wawancara juga akan 
memberi dengan aparat kepolisian, dan Lembaga 
Pemasyarakatan. 
2) Angket, yaitu mengedarkan angket kepada para narapidana 
wanita yang dijadikan sebagai sampel dala peneltian ini. 
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D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, yakni analisa 
yang menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan dari 
setiap ungkapan, selanjutnya dianalisa secara rasional hingga tiba 
pada kesimpulan berdasarkan kategori. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Wanita Pelaku Kejahatan di Kota Makassar 
   Salah satu cara untuk mengetahui tentang kejahatan pada 
umumnya dan kejahatan yang memberi oleh wanita khususnya, 
adalah pengambilan data yang di peroleh secara tertulis dari pihak 
kepolisian, karena pihak kepolisian adalah aparat yang paling 
terdepan dan langsung berhubungan dengan mayarakat, baik yang 
menyangkut urusan kepentingan umum maupun urusan perbuatan 
kejahatan. 
1. Jenis Kejahatan Yang Memberi Oleh Wanita Di Kota Makassar. 
 Dalam kenyataanya, di Kota Makassar bahwa jenis atau 
bentu kejahatan yang memberi oleh wanita, sudah hampir sama  
dengan macam dan bentuk kejahatan yang dilkukan oleh laki-laki. 
   Untuk lebih jelasnya, bahwa data yang diperoleh atau 
diinventariskan pada kepolisian kepolisian Resort Makassar 
berkenaan jenis kejahatan yang memberi wanita yang terjadi 
selama kurun waktu tiga tahun terkhir (2011-2013), yaitu ada 4 
jenis kejahatan harta benda yang memberi oleh wanita di Kota 
Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut: 
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Tabel 1 
 Jenis kejahatan yang dominan memberi oleh wanita di    kota  
Makassar dari tahun 2011-2013. 
NO JENIS KEJAHATAN TAHUN JUMLAH 
2011 2012 2013 
1 Pencurian 1 1 1 3 
2 Penipuan 8 2 8 18 
3 Penadahan - 1 - 1 
4 Penggelapan 5 2 11 18 
 Pengrusakan barang - - 1 1 
6 Pemerasan dan 
pengancaman 
- - - - 
JUMLAH 14 6 21 41 
Sumber data: Kepolisian Resort Kota Makassar tahun 2013  
 Dari daftar tabel 1 di atas, kasus kejahatan penggelapan 
barang menempati urutan pertama diantara kasus-kasus lainnya 
yang memberi oleh wanita di Kota Makassar dalam jangka waktu 
tiga tahun (2011-2013). Untuk memperjelas jenis kejahatan harta 
benda yang dilkukan oleh wanita di Kota Makassar ini ditampilkan 
data dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Sungguminasa. 
 
Tabel 2 
 Jenis kejahatan harta benda yang memberi oleh wanita di 
kota  Makassar dari tahun 2011-2013. 
 
52 
 
NO JENIS KEJAHATAN TAHUN JUMLAH 
2011 2012 2013 
1 Pencurian 1 1 1 3 
2 Penipuan 8 2 8 18 
3 Penadahan - 1 - 1 
4 Penggelapan 5 2 11 18 
5 Pengrusakan barang - - 1 1 
6 Pemerasan dan 
pengancaman 
- - - - 
JUMLAH 14 6 21 41 
Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Wanita, tahun 2013 
 Dari tabel 2 diatas dapat dilihat 6 jenis harta benda yang 
memberi dan sebanyak 5 yang dominan jenis kejahatan harta 
benda yang memberi wanita di Kota Makassar dalam kurun waktu 
2011-2013 yaitu pencurian, penipuan, penadahan, penggelapan 
dan pengrusakan barang.  
2. Latar Belakang Kehidupan Sosial Pelaku 
 Masalah status sosial seseorang di dalam masyarakat  itu 
banyak sekali dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dalam 
masyarakat tersebut. Artinya selama di dalam maasyarakat itu ada 
sesuatu yang dihargai, dan itu pasti ada, maka selama itu pula pasti 
ada, pelapisan-pelapisan di dalam masyarakat. Pelapisan tersebut 
yang menentukan status sosial seseorang. 
 Lalu bagaimanaa peranan pendidikan tersebut terhadap 
kejahatan yang memberi oleh wanita Kota Makassar dalam kurun 
waktu 2011-2013. Untuk hal ini dapat dilihat pada tabel tiga berikut. 
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Tabel 3 
 Tingkat pendidikan pelaku kejahatan yang di Lakukan oleh 
wanita di Kota Makassar kurun waktu 2011-2013 
Tingkat pendidikan Jumlah pelaku Presentase 
Tingkat sekolah dasar 
sekolah menegah pertama 
Sekolah menegah atas 
Perguruan tinggi 
19 
12 
10 
- 
52,64 
31,57 
15,79 
- 
Jumlah 41 100 
Sumber data: kepolisian Resort Kota Makassar tahun 2013 
 Dari tabel 3 di atas, Nampak bahwa pelaku kejahatan yang 
memberi oleh wanita yang yang paling banyak melakukan 
kejahatan adalah yang tamat sekolah Dasar dengan sebanyak 19 
orang atau sekitar 52,64% dan yang berpendidikan tingkat Sekolah 
Menengah Pertama tercatat ada 12 orang atau sekitar 31,57% 
selanjutnya yang  berpendidikan Tingkat Menegah Atas sebanyak 
10 orang atau sekitar 15,79% sedang yang berpendidikan 
perguruan tinggi tidak ada pelakunya dalam jangka waktu 2011-
2013. 
 Untuk masyarakat Kota Makassar, status sosial seseorang 
itu di tentukan oleh banyak faktor, diantaranya kekayaan, jabatan, 
tingkat pendidikan dan kebangsawanannya. 
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 Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial 
yang beraspek dibidang ekonomi. Dimana adanya ketidak 
seimbangan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang 
kaya menduduki kelasnya sendiri, sedangkan yang miskin berada 
pada kelas yang lain pula. Di  bidang pendidikan, juga 
memperlihatkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang 
semakin dihormati pula oleh masyarakat. 
 Kriteria yang digunakan dalam hubungannya dengan kasus 
pelaku kejahatan yang memberin wanita, tidaklah dapat dianalisis 
lebih jauh mengenai status sosial seseorang dengan berdasarkan 
kepada kebangsawananya, pangkatnya, jabatannya, dan 
sebagainya, karena tidak terdapat pada data yang ada di lokasi 
penelitian. 
 Adapun ukuran mengukur status sosila tersebut, hanyalah 
berdasarkan pada tingkat pendidikannya yang dapat dilihat pada 
tabel 3 terdahulu. Artinya, dengan pendidikan seseorang 
memperlihatkan atau paling tidak dapat dibaca keberadaanya, 
kehormatan dan kekayaannya.  
 Tentang masalah pendidikan, dipandang sangat 
mempengaruhi diri individu, baik itu pengaruh terhadap jiwanya, 
tingkah lakunya dan terutama tingkat intelegensinya. Makin tinggi 
tingkat pendidikan seorang individu, maka semakin peka pula 
berinteraksi dengan lingkungannya dan semakin tinggi pula 
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pengetahuan dan kesadaran hukumya. Karena itu semakin tinggi 
pendidikan seseorang semakin cenderung menyelesaikan 
persoalannya lewat prosedur hukum. 
 
B. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Harta Benda 
Yang Memberi Oleh Wanita Di Kota Makassar 
 Berbicara mengenai faktor yang mendorong timbulnya 
kejahatan adalah sangat kompleks sifatnya. Masalahnya terletak 
pada luasnya ruang lingkup kehidupan manusia yang saling 
berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga 
faktor yang menimbulkan kejahatan tidak ada yang berlaku umum 
untuk jenis kejahatan yang sama, sebab masing-masing ada unsur-
unsur lain yang turut mendukung terwujudnya suatu kejahatan, 
seperti keadaan gografis, lingkungan, kebijaksanaan politik 
pemerintah, dan lain-lain. Hal ini nampaknya dikusai pula oleh 
Sutherland dan Cressey (Abdulsyani, 1987:44) dengan 
mengemukakan bahwa: 
Kejahatan adalah hasil dari faktor yang beranekaragam dan 
bermacam-macam. Dan faktor dewasa ini dan untuk 
selanjutnya tidak bisa disusun menurut satu ketentuan yang 
berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan 
perkataan lain, untuk menerangkan pelaku criminal memang 
tidak ada teori ilmiah 
 
 Ada banyak faktor sosial yang saling berhubungan atau 
mempengaruhi dengan kenakalan atau kejahatan, namun Penulis 
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hanya membatasi diri pada hal-hal yang ada korelasinya dengan 
kejahatan yang memberi oleh wanita di Kota Makassar, untuk 
keadaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 
    Dari hasil wawancara Penulis dengan AIPTU Djafar selaku 
staf Urusan Pembinaan Operasi pada Kepolisian Resort Kota 
Makassar (Wawancara tanggal 23 Desember 2013), bahwa faktor-
faktor penyebab atau yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
harta benda yang memberi oleh wanita di Kota Makassar pada 
umumnya, antara lain: 
1. Faktor Lingkungan 
2. Faktor Ekonomi. 
Bertolak dari dua faktor pendorong yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan yang memberi oleh wanita di Kota Makassar di 
atas, masih kurang jelas dan perlu di teliti dan dikaji lebih lanjut 
ditinjau dari segi kriminologi.  
 Faktor Lingkungan 
Lingkungan sangat besar pesanannya dalam membentuk 
atau mempengeruhi kehidupan seseorang. Satu contoh, dua 
individu yang masing-masing memiliki sifat jahat, yang satu berada 
pada lingkungan yang memberinya kesempatan untuk berbuat 
jahat, sedang yang satunya lagi berada pada lingkungan yang jahat 
57 
 
itu akan menjadi penjahat , sebaliknya individu yang berada pada 
lingkungan yang baik itu untuk seterusnya bisa jadi sifat  jahatanya 
itu tidak pernah terwujud  dalam perbuatan karena tidak mengalami 
perkembangan dan tidak adanya kesempatan.  
A.S. Alam (1989 : 21), megemukakan bahwa : 
Orangmenjadi jahat karena keadaan lingkungan sosialnya 
yang menyebabkan mereka jahat. Kalau lingkungan 
sosialnya baik, maka orang itu akan menjadi baik. Orang itu 
menjadi jahat karena bergaul dalam waktu yang lama 
dengan penjahat, sehingga nilai-nilai yang baik dalam 
masyarakat luas tidak lagi diindahkannya. Orang melakukan 
kejahatan karena meniru tingkah laku orang jahat 
disekitarnya. Faktor yang terpenting  menyebabkan orang 
menjadi jahat adalah  lingkungan pergaulannya. Meskipun 
seseorang mempunyai bakat untuk berbuat jahat, namun 
tidak ada tempat pembenihan yang baik pada bakat jahat itu  
(artinya ia hidup di lingkungan yang baik-baik) orang itu akan 
menjadi baik pula. 
Jadi masalah lingkungan ini dalam hubungannya dengan 
wanita melakukan kejahatan, peranannya sejajar dengan masalah 
hereditas yang menurunkan benih-benih yang mewariskan sifat 
jahat atau nakal. 
Identik dengan itu, menurut salah seorang anggota 
kepolisian Resort Kota Makassar (IPTU Djafar) bahwa faktor 
lingkungan sangat berpengaruh timbulnya kejahatan dalam bentuk 
kejahatan yang memberi oleh wanita. Salah satu contoh yang 
sering terjadi Kota Makassar adalah individu atau kelompok 
masyarakat yang bermukim aatau bergabung dalam kelompok 
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masyarakat yang lingkungannya berada pada lingkungan yang 
keras cenderung atau sering berbuat kejahatan terhadap  individu 
atau kelompok-kelompok lain atau melakukan penganiayaan atau 
perbuatan kejahatan lainnyaseperti kejahatan pencurian, penipuan, 
perjudian, penyalahgunaan narkotika/psikotropika, lain sebagainya.  
 Faktor Ekonomi 
Sering dikemukakan oleh para pakar hukum bahwa salah satu 
penyebab timbulnya kejahatan yang memberi oleh seseorang 
termasuk seorang wanita dalam bentuk, adalah faktor kondisi sosial 
ekonomi merupakan sebuah segi dan tingkah laku sosial tentu 
pengaruhnya tidak dapat dikecualikan. Jadi, ada hubungan antara 
perekonomian dengan kejahatan dapat kita rasakan.  
Namun demikan apakah hal tersebut juga dijelaskan dalam 
kaitannya dengan penyebab terjadinya kejahatan harta benda yang 
memberi oleh wanita. Misalnya,kejahatan pencurian adalah sebagai  
kejahatan dengan jenis apapun yang sasaran utamanya adalah 
harta benda, maka jelas bahwa faktor ekonomi juga berpengaruh.  
AIPTU Pol Djafar, (Wawancara 23 Desember 2013) 
menyebutkan bahwa umumnya wanita melakukan kejahatan harta 
benda yang diproses di Kota Makassar, kondisi ekonominya 
memang sangat lemah, dan wanita-wanita sebagai pelaku tersebut 
pada umumnya mereka yang sama sekali tidak mempunyai 
59 
 
pekerjaan, dan begitu pula orang tuanya tidak mempunyai 
pekerjaan tetap. 
Hal tersebut sesuai dengan pengakuan dari salah satu 
Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sungguminasa 
bahwa ia melakukan kejahatan penipuan karena tekanan ekonomi. 
C. Upaya Penanggulangan  yang Memberi Oleh Aparat Hukum  
Terhadap KejahatanHarta Benda di Kota Makassar  
Tidak dapat disangkali bahwa akibat dari kejahatan yang 
memberi oleh wanita, adalah membawa dampak yang lebih 
mendasar. Akibat daripada itu, maka masyarakat pun sadar akan 
hal itu, sehingga jika mengetahui telah kejadian, akan dikutuknya 
habis-habisan, bahkan memberikan reaksi spontan. Salah satu 
bemtuk rekasi masyarakat adalah berusaha menggiring pelakunya 
kepada pihak yang berwenang. Jadi penanggulangan kejahatan 
tidak lain adalah membahas rekasi dari masyarakat. 
Masalah reaksi masyarakat tentang kejahatan dan 
pelakunya adalah wanita merupakan bukan masalah yang di 
dengar selama ini. Adapun  reaksi masyarakat yang lahir itu dapat 
bersifat positif dan reaksi yang bersifat non positif. Reaksi yang 
bersifat positif dapat dilihat dalam salah satu bentuk, yaitu bentuk 
hukum penjaraan, sedang yang bersifat non lebih berorientasi 
kepada hal-hal pencegahan (preventif) dan perbaikan (rehabilitatif) 
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Pada reaksi masyarakat yang bersifat penghukuman pada 
dasarnya adalah suatu reaksi yang dilembagakan, sehingga 
perlakuan masyarakat atas penjahat tergantung dari pandangan 
lembaga masyarakat tersebut. 
Jadi dapat dilihat sejarah penghukuman, bahwa penjahat 
yang dihukum mengalami penderitaan sebanding atau lebih besar 
dari hasil kejahatannya. Ini sejalan dengan teori penghukuman 
yang bertujuan untuk membalas dan memenjarakan dengan 
menindaknya lebih berat. 
Setelah beberapa dekade teori penghukuman ini 
dilaksanakan, ternyata banyak menilai bahwa tidak sesuai lagi 
dengan keadaan apalagi pelakunya tersebut adalah seorang 
wanita. Karena kenyataannya mantan pejahat terhukum tidak 
memperlihatkan indikasi jera.  
Jadi pada prinsipnya, bahwa semakin lama seorang 
penjahat dihukum dalam penjara, maka semakin berkuranglah 
ketaatanya terhadap hukum,  norma-norma masyarakat, dan pola 
tingkah laku yang baik. Lambat laun reaksi masyarakat yang 
bersifat penghukuman ini bergeser diganti oleh bentuk reaksi yang 
disebut dengan “treatmen- method” yaitu rekasi yang bersifat non 
positif atau bersifat perlakuan dengan berbagai bentuknya. 
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1. Upaya Preventif 
Upaya pencegahan biasa disebut juga tindakan preventif. 
Tindakan ini merupakan upaya yang memberi secara sistematis, 
berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar 
kejahatan tersebut tidak timbul atau terjadi. 
Dalam upaya pencegahan ini juga memberi tindakan 
mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil 
pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena itu 
upya pencegahan ini memberi secara sistematis, berencana 
terpadu dan terarah maka dibutuhkan kerja sama dari berbagai 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. 
Dalam dunia kedokteran ada falsafah yang mengatakan 
“lebih baik mencegah dari pada mengobati” kiranya demikian pula 
adanya dalam dunia kriminologi “lebih baik mencegah dari pada 
menghukum. Pengertian mencegah dalam kriminologi adalah 
memperketat kesempatan-kesempatan individu untuk berbuat 
jahat. Memperketat kesempatan dari faktor sosial misalnya, 
meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, budaya, hukum, agama 
dan norma-norma lainya. Sedangkan memperketat dari sudut 
psikologi seperti menciptakan pola hidup yang serasi antara 
individu dan lingkungannya dan masyarakatnya, sehingga tercipta 
stabilitas jiwa dan sebagainya. 
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Sehubungan hal tersebut di atas, polisi sebagai salah satu 
unsur penegak hukum yang bertujuan untuk menjaga dan 
memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya tugas 
yang berat yang menyebabkan ketidaktentraman khususnya yang 
disebabkan oleh kejahatan yang dilkukan oleh wanita maka 
kepolisian harus mengambil langkah-langkah. 
AIPTU Djafar mengatakan  (Wawancara 23 Desember 2013) 
bahwa salah satu tugas penting dan berat yang memberi oleh 
Polres Kota Makassar adalah mencegah kenakalan-kenakalan 
yang di timbulkan oleh wanita, yang mengarah kepada tindakan-
tindakan kriminalitas. Adapun langkah-langkah atau upaya 
preventive yang memberi adalah: 
1. Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab 
bersama dan meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya 
penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan yang 
dilkukan oleh wanita 
2. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda, 
pembinaan ini memberi dengan melihat potensi yang 
dimiliki, misalnya memberikan kesempatan pada mereka 
(wanita) untuk mengembangkan  bakatnya baik dibidang 
olahraga maupun seni. Dengan bimbingan, perhatian dan 
arahan diharapkan agar mencegah mereka melakukan 
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hal-hal yang menjurus kepada perbuatan yang 
melanggar hukum sedini mungkin. 
3. Meningkatkan penanganan terhadap daerah rawan 
terjadinya kejahatan, seperti daerah yang sering terjadi 
pencurian, perampasan dan penadahan dan kejahatan 
lainnya. 
4. Mengadakn patrol secara rutin, dan membentuk sistem 
keamanan lingkungan yang efektif dan terus menerus 
dibawa koordinasi kepolisian. Upaya ini sangat berhasi 
menangkal kejahatan dan mecegah terjadinya kejahatan.  
Dari beberapa upaya diatas adalah upaya kesinambungan 
dan kesatuan-kesatuan kepolisian dalam upaya penanggulangan 
secara preventif kejahatan pada umumnya dan merupakan 
konsepsi terhadap masalah kejahatan memberi wanita pada 
khususnya.  
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
upaya preventif itu, sebagaimana melakukan upaya yang positif, 
bagaimanaa menciptakan  suatu kondisi sosial seperti keadaan  
ekonomi lingkungan kultur menjadi suatu dinamika  dalam 
pembangunan, bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-
ketengangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan 
menyimpang. Disamping itu, bagaimana meningkatkan kesadaran 
dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah 
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tanggung jawab bersama. Ini erat hubungannya dengan fungsi 
hukum dalam menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan-
kejahatan yang memberi oleh wanita. Dengan menghukum, 
memperbaiki serta mencegah terjadinya lagi  
2. Upayaa Repsesif 
Upaya represif merupuakan suatu upaya penanggulangan 
kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah kejahatan 
pada umumnya dan kejahatan yang memberi pada khusunya.    
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
mengingatkan dan memberi sanksi pada pelaku agar sadar akan 
perbuatannya melanggar hukum, sehingga dapat kembali ke 
masyarakat dan berinteraksi dengan normal kembali. 
Dalam penanggulan secara represif di Indonesia, ini tidak 
terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku , paling sedikit 
terdapat sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, 
dan kepengacaraan   yang merupakan suatu keseluruhan yang 
terangkat secara fungsional. 
Sebagai hasil dari wawancara oleh AIPTU Djafar 
(wawancara, 23 Desember 2013), mengatakan bahwa tentang 
tindakan hukum apa yang memberi oleh kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan yang memberi oleh wannita di Kota 
Makassar, yaitu ada dua macam cara: 
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1. Penindakan suatu pemberian sanksi pidana  
2. Pembinaan  
 
 Penindakan suatu pemberian sanksi pidana 
 Sampai saat ini putusan hakim  masih merupakan metode 
hukum sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat punitif 
dalam masyarakat. Reaksi masyarakat yang bersifat punitif ini 
memberikan fungsi yang dianggap penting, karena mempunyai 
peranan dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya, dan 
kejahatan remaja pada khususnya. Dengan kata lain dengan 
melalui putusan hakim yang menghukum pelaku kejahatan setimpal 
dengan pernuatannya, maka diharapkan mereka dapat sadar dan 
tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah memberi. 
 
 Pembinaan 
Setelah pelaku dinyatatakan bersalah dan dijatuhi pidana 
penjara, dengan segara masuk atau tetap berada di 
tahanan/lembaga pemasyarakatan, dan terdakwa tidak 
menggunakan upaya hukum, maka pada saat itu terdakwa berubah 
statusnya sebagai narapidana atau warga binaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, oleh Muhammad eki 
(Bagian Pembinaan) pada lembaga pemasyarakatan di 
Sungguminasa (wawancara 18 Desember 2013) diikatakan bahwa, 
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untuk mencegah jangan sampai pelaku mengulangi lagi perbuatan 
jahatnya setelah masa masa hukumnya habis maka, selama 
berada dalam Lemabaga Pemasyarakatan diberi pembinaan-
pembinaan antara lain: 
1. Pembinaan Mental 
 Memberi ceramah agama sesuai dengan 
kepercayaannya masing-masing. 
 Mempemperlihatkan keinginan untuk membantu 
dan perhatian agar ia dapat diterima sebagai 
anggota masyarakat. 
 Memberi pengertian untuk menerima dan 
menanggapi prestasi dengan wajar. 
2. Pembinaan Sosial 
 Pembinaan ini dimaksudkan untuk mendidik dan 
mendengarkan agar terpidana mampu untuk hidup 
bergaul secara wajar. 
3. Pembinaan Keterampilan 
 Pembinaan dimaksudkan untuk memupuk dan 
mengembangkan bakat/keahlian yang dimilki 
sehingga apabila kembali di tengah-tengah 
masyarakat mereka tidak lagi mengulangi 
perbuatannya. 
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  Lebih lanjut Muhammad eki mengatakan bahwa disamping 
pembinaan tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya 
pembinaan dari sosial kultural karena menyangkut keahlian-
keahlian yang yang diperlukan oleh nara pidana sesuai dengan 
kondisi alam serta kebudayaan yang hidup dan berakal serta aktual 
di dalam masyarakat yang sedang membangun. 
 Dari hasil wawancara responden di atas, maka dapatlah 
disimpulkan bahwa tindakan responden inisebagai salah satu 
upaya penanggulangan kejahatan dalam hal ini  kejahatan yang 
memberi oleh wanita. Hemat Penulis, memang lebih efektif 
diterapkan melalui pembinaan-pembinaan berbekal keterampilan 
selama menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal 
mana dimaksudkan agar setelah menjalani masa hukumannya, 
diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru ditengah-
tengah masyarakat kelak. Lapangan pekerjaan baru tersebut 
dengan sendirinya akan membantu mengurangi pengangguran 
dengan menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat di 
sekitarnya. Tetapi hal ini perlu mendapat dukungan, baik dari 
Pemerintah, maupun dari lapisan masyarakat sehingga untuk 
mempercepat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dpat 
segera terealisasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan   
Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan Sebagai berikut: 
1. Kejahatan harta benda yang dominan yang memberi wanita di kota 
Makassar dalam jangka waktu Tahun 2011 sampai dengan 2013 
adalah jenis kejahatan pencurian dan penipuan faktor yang 
menyebabkan wanita melakukan kejahatan terhadap harta benda 
kota Makassar, yaitu faktor faktor pengaruh lingkungan serta faktor 
kondisi sosial ekonomi 
2. Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh aparat penegak 
hukum terhadap kejahatan harta benda .secara garis besarnya di 
tempuh tiga upaya yakni,upaya pencegahan/preventif dan upaya 
pemberantasan/represif  serta upaya perbaikan dan 
pembinaan/rehabilitasi/kuratif. 
B. Saran 
1. Kepada semua pihak, dalam hal ini masayarakat dan pemerintah 
meningkatkan kerja sama secara terpadudan sistematis dengan 
memporitaskan langkah-langkah atau upaya preventif, dan di 
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samping upaya lainnya dalam menanggulangi potensi terjadinya 
kejahatan yang memberi oleh wanita di Kota Makassar 
2.  Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan wanita 
melakukan kejahatan  tehadap  di Kota Makassar maka hendaknya 
sedini mungkin mengintensikan antara aparatur pemerintah selaku 
aparat penengak hukum dengn bekerja sama dengan seluruh 
lapisan masyarakat dengan menciptakan mekanisme kerja yang 
cukup memadai untuk tidak hanya mengedepankan aspek-aspek 
repersaif belaka. Tetapi sejauh mungkin melangkah kepada upaya 
preventif, seperti menciptakan lapangan kerja ,meningkatkan 
sarana dan prasarana pendidikan. 
3. Guna lebih mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan 
kejahatan pada umumnya dan kejahatan terhadap harta benda 
pada khususnya yang memberi wanita maka hendaknya aparat 
penengak hukum  yang berkompoten menangani masalah ini agar 
lebih aktif dan kordinasi dalam hal memberikan upaya-upaya 
terutama penyuluhan hukum. 
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